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ABSTRAK

Government science plays an important role in supporting effective, trans-
parent, accountable, and service-oriented governance. The development of
government science in Indonesia faces challenges arising from rapid technolog-
ical advancement, changing socio-political conditions, and increasing public de-
mands for adaptive governance, requiring digital transformation to strengthen its
relevance. This study aims to identify digital transformation strategies that can
support the development of government science in Indonesia through academic,
institutional, and practical perspectives. This study employs a qualitative ap-
proach using a literature review and descriptive analysis of relevant scientific
articles, academic documents, higher education policies, government dynamics,
and public governance practices. The analysis identifies four interconnected
strategies, namely strengthening the paradigmatic foundation and digital compe-
tencies, enhancing research, publication, and governance innovation, promoting
cross-sector collaboration through digital technologies, and strengthening ethics
and leadership in government. These strategies indicate that digital transfor-
mation can serve as an important catalyst for developing adaptive, innovative,
and responsive government science while supporting improvements in gover-
nance and public services. The development of government science requires an
integrated transformation strategy that connects academic development, institu-
tional collaboration, technological innovation, and ethical leadership to address
contemporary governance challenges and strengthen the relevance of govern-
ment science in the digital era.
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Ilmu pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia menghadapi berba-
gai tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi yang pesat, perubahan kondisi sosial-politik, serta meningkatnya
tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif, sehingga diperlukan transformasi digital untuk mem-
perkuat relevansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi transformasi digital yang dapat men-
dukung pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui perspektif akademik, kelembagaan, dan praktis. Penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur dan analisis deskriptif terhadap artikel
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ilmiah yang relevan, dokumen akademik, kebijakan pendidikan tinggi, dinamika pemerintahan, serta praktik tata kelola
pemerintahan publik. Hasil analisis mengidentifikasi enam strategi yang saling berkaitan, yaitu memperkuat lan-
dasan filosofis dan paradigmatik, meningkatkan kurikulum dan kompetensi akademik, meningkatkan kualitas penelitian
dan publikasi, mendorong kolaborasi lintas sektor, memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, big data, e-
government, dan aplikasi digital, serta memperkuat etika dan kepemimpinan dalam pemerintahan. Strategi-strategi terse-
but menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi katalisator penting dalam mengembangkan ilmu pemer-
intahan yang adaptif, inovatif, dan responsif, sekaligus mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan
publik. Pengembangan ilmu pemerintahan memerlukan strategi transformasi yang terintegrasi dengan menghubungkan
pengembangan akademik, kolaborasi kelembagaan, inovasi teknologi, dan kepemimpinan yang beretika untuk menghadapi
tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer serta memperkuat relevansi ilmu pemerintahan di era digital.
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1. PENDAHULUAN

Ilmu pemerintahan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan politik, administrasi,
sosial, dan teknologi. Sebagai salah satu cabang ilmu sosial, ilmu pemerintahan berfokus pada kajian mengenai
pemerintahan, kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat [1]. Perkem-
bangan ilmu pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran perguruan tinggi dalam membangun kompetensi
akademik melalui kurikulum yang partisipatif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta in-
stitusi pemerintahan [2]. Namun, pengembangan ilmu pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan,
termasuk keterbatasan inovasi kurikulum, riset terapan, dan sinergi antara akademisi dengan praktisi pemerin-
tahan [3]. Perubahan teknologi yang semakin cepat semakin menuntut ilmu pemerintahan untuk beradaptasi
agar mampu menghasilkan pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan tata kelola pemerin-
tahan modern [4]. Kondisi tersebut menjadikan transformasi digital sebagai salah satu aspek strategis dalam
pengembangan ilmu pemerintahan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) 9,
khususnya dalam penguatan inovasi, kapasitas teknologi, dan penelitian [5], serta SDG 16, yang menekankan
pengembangan institusi yang efektif, akuntabel, transparan, dan inklusif [6].

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah mengelola informasi, menyelenggarakan pelayanan
publik, berkomunikasi dengan masyarakat, dan melakukan koordinasi antarlembaga [7]. Pemanfaatan teknologi
informasi melalui e-government menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan mendukung reformasi tata kelola pemerintahan [8]. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence,
big data, aplikasi digital, dan integrasi data juga membuka peluang baru bagi pengembangan sistem pemerinta-
han yang lebih adaptif dan berbasis bukti [9]. Transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan
dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan proses organisasi, kompetensi sumber daya
manusia, pendekatan penelitian, dan mekanisme pengambilan keputusan [10]. Dengan demikian, pengemban-
gan ilmu pemerintahan perlu mempertimbangkan kemampuan akademisi dan praktisi dalam memahami serta
memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai bagian dari proses penguatan keilmuan dan tata kelola
pemerintahan [11].

Selain aspek teknologi, pengembangan ilmu pemerintahan membutuhkan kolaborasi antara perguruan
tinggi, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi lintas
sektor dapat memperluas pertukaran pengetahuan, mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, serta
menghubungkan hasil penelitian akademik dengan kebutuhan praktis di lapangan [12]. Dalam perkembangan
digital, kolaborasi tersebut dapat diperkuat melalui pemanfaatan platform digital yang memungkinkan komu-
nikasi, pertukaran informasi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat secara lebih luas. Namun, transformasi
digital juga menimbulkan kebutuhan terhadap penguatan literasi digital, tata kelola data, serta etika dalam peng-
gunaan teknologi agar inovasi pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan publik [13]. Oleh karena itu,
transformasi digital perlu dipandang sebagai proses multidimensional yang menghubungkan inovasi teknologi,
pengembangan kapasitas akademik, kolaborasi kelembagaan, dan penguatan etika pemerintahan [14].
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Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi untuk mengembangkan ilmu pe-
merintahan di Indonesia dengan menempatkan transformasi digital sebagai salah satu penggerak utama pengem-
bangan akademik, kelembagaan, dan praktik pemerintahan [15]. Penelitian ini bertujuan untuk mengidenti-
fikasi strategi transformasi digital dalam pengembangan ilmu pemerintahan melalui beberapa dimensi, yaitu
penguatan paradigmatik, pengembangan kurikulum dan kompetensi akademik, peningkatan kualitas riset dan
publikasi, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan etika dan kepemimpinan
pemerintahan [16]. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat relevansi ilmu pemerintahan dalam
menghadapi perubahan teknologi sekaligus mendukung inovasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif,
transparan, akuntabel, dan responsif [17]. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keterkaitan dengan SDG
9 melalui penguatan inovasi dan kapasitas teknologi serta SDG 16 melalui penguatan institusi dan tata kelola
pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif [18].

2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pemerintahan perlu menyesuaikan diri
dengan perubahan kebutuhan masyarakat, pemerintahan, dan perkembangan teknologi informasi [19]. Muham-
mad Supraja menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan telah berkembang sejak lama dan memiliki keterkaitan
dengan kajian pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat [20]. Dalam pengembangan-
nya, perguruan tinggi memiliki peran penting melalui penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan
pengguna dan perkembangan zaman [21]. Menyatakan bahwa kurikulum ilmu pemerintahan perlu menggu-
nakan pendekatan masyarakat pengguna serta merespons perkembangan negara, pemerintahan, masyarakat,
dan teknologi informasi [22]. Pengembangan kurikulum tersebut perlu didukung oleh riset yang mampu
menghubungkan aspek keilmuan dengan kebutuhan praktik pemerintahan [23]. Dengan demikian, pengemban-
gan ilmu pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penguatan teori, tetapi juga pada peningkatan kompetensi,
integritas, dan kemampuan adaptasi sumber daya manusia pemerintahan terhadap perubahan lingkungan pe-
merintahan Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pemerintahan perlu menyesuaikan
diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat, pemerintahan, dan perkembangan teknologi informasi [19]. Ilmu
pemerintahan telah berkembang sejak lama dan memiliki keterkaitan dengan kajian pemerintahan serta hubun-
gan antara pemerintah dan masyarakat [20]. Dalam pengembangannya, perguruan tinggi memiliki peran pent-
ing melalui penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan zaman [21].
Menyatakan bahwa kurikulum ilmu pemerintahan perlu menggunakan pendekatan masyarakat pengguna serta
merespons perkembangan negara, pemerintahan, masyarakat, dan teknologi informasi [22]. Pengembangan
kurikulum tersebut perlu didukung oleh riset yang mampu menghubungkan aspek keilmuan dengan kebutuhan
praktik pemerintahan [23]. Dengan demikian, pengembangan ilmu pemerintahan tidak hanya berorientasi pada
penguatan teori, tetapi juga pada peningkatan kompetensi, integritas, dan kemampuan adaptasi sumber daya
manusia pemerintahan terhadap perubahan lingkungan pemerintahan [24].

Selain aspek kurikulum dan riset, penelitian terdahulu juga menunjukkan pentingnya inovasi dan ko-
laborasi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan [25]. Ini menekankan pentingnya pengembangan in-
ovasi dalam tata kelola pemerintahan melalui keterlibatan berbagai pihak [26]. Menunjukkan bahwa kolab-
orasi lintas sektor diperlukan karena pemerintah tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan publik secara
mandiri [27]. Perkembangan media dan teknologi digital selanjutnya memberikan peluang untuk memperkuat
komunikasi, koordinasi, penyampaian layanan publik, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan [28].
Namun, penelitian terdahulu tersebut masih cenderung membahas pengembangan ilmu pemerintahan dari as-
pek kurikulum, riset, inovasi, dan kolaborasi secara terpisah [29]. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan
aspek-aspek tersebut dengan transformasi digital sebagai strategi pengembangan ilmu pemerintahan masih
perlu diperkuat [30]. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji strategi transformasi digital dalam pengemban-
gan ilmu pemerintahan di Indonesia dengan mempertahankan aspek penguatan keilmuan, kurikulum, riset,
kolaborasi, pemanfaatan teknologi, serta etika dan kepemimpinan pemerintahan [31].

3.  METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur [32]. Pendekatan
kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengem-
bangan ilmu pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perubahan tata kelola pemerintahan dan
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perkembangan teknologi digital [33]. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap proses dan
makna suatu permasalahan melalui uraian deskriptif [34].

Pendekatan studi literatur digunakan karena penelitian berfokus pada penelaahan berbagai hasil peneli-
tian dan sumber akademik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pemerintahan, pengembangan kuriku-
lum, inovasi tata kelola, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta etika dan kepemimpinan
pemerintahan [35]. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif men-
genai strategi transformasi digital dalam mendukung pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, meliputi jurnal ilmiah, buku,
laporan kebijakan, dan dokumen akademik yang membahas pengembangan ilmu pemerintahan dan transfor-
masi digital dalam tata kelola pemerintahan [36]. Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi,
pemilihan, pembacaan, dan penelaahan terhadap literatur yang sesuai dengan fokus penelitian [37].

Literatur yang dikaji mencakup pembahasan mengenai perkembangan ilmu pemerintahan, landasan
filosofis dan paradigmatik, kurikulum dan kompetensi akademik, riset dan publikasi, inovasi tata kelola, kolab-
orasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta etika dan kepemimpinan pemerintahan [38]. Sumber-
sumber tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan, tantangan, dan peluang
transformasi digital dalam pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia [39].

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses penelaahan dan pengelompokan informasi
dari berbagai literatur berdasarkan tema yang berkaitan dengan tujuan penelitian [40]. Tahapan analisis meliputi
identifikasi informasi yang relevan, pengelompokan temuan berdasarkan tema, perbandingan berbagai hasil
penelitian, serta sintesis temuan untuk memperoleh gambaran mengenai strategi transformasi digital dalam

pengembangan ilmu pemerintahan.

Identifikasi Literatur

Mencari dan mengumpulkan artikel ilmiah, dokumen
akademik, kebijakan pendidikan tinggi, serta sumber
relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

°®

o Seleksi Sumber Relevan

Memilih sumber yang sesuai dengan kriteria inklusi
dan eksklusi, serta memastikan relevansi terhadap
| tujuan penelitian.

v

Pembacaan dan Penelaahan
IEEJ Membaca secara mendalam abstrak, pendahuluan,
metode, hasil, dan pembahasan dari setiap sumber

terpilih.
v

Pengelompokan Berdasarkan Tema

Mengklasifikasikan temuan ke dalam tema-tema utama
(misalnya: paradigma, kurikulum, riset, kolaborasi,
teknologi, etika, dll).

v

-
e Perbandingan Temuan
4— E | Menganalisis kesamaan dan perbedaan antar penelitian
untuk menemukan pola, tren, dan kesenjangan (gap)
yang ada.

A

v

e in) Sintesis Tematik
- - Mengintegrasikan seluruh temuan ke dalam tema-tema
‘ utama untuk merumuskan strategi yang komprehensif
dan saling terkait.

{

Strategi Transformasi Digital

Hasil sintesis dari analisis literatur yang menghasilkan

strategi transformasi digital untuk pengembangan
ilmu pemerintahan di Indonesia.

Gambar 1. Alur Analisis Studi Literatur
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Gambar 1 menunjukkan alur analisis studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Proses di-
awali dengan identifikasi literatur yang relevan dengan pengembangan ilmu pemerintahan dan transformasi
digital, kemudian dilanjutkan dengan seleksi sumber berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Lit-
eratur terpilih selanjutnya dibaca dan ditelaah untuk mengidentifikasi informasi serta temuan yang berkaitan
dengan paradigma, kurikulum dan kompetensi, riset dan publikasi, kolaborasi lintas sektor, teknologi digital,
serta etika dan kepemimpinan pemerintahan. Temuan yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan
tema, dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antartemuan, serta disintesis
secara tematik untuk merumuskan strategi transformasi digital dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

Hasil sintesis tersebut menjadi dasar dalam menginterpretasikan keterkaitan antara pengembangan
ilmu pemerintahan dan kebutuhan transformasi digital. Proses ini menghasilkan pemetaan strategi yang men-
cakup penguatan pendekatan filosofis dan paradigmatik, pengembangan kurikulum dan kompetensi akademik,
peningkatan kualitas riset dan publikasi, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta pen-
guatan etika dan kepemimpinan pemerintahan. Dengan demikian, alur analisis pada Gambar 2 tidak hanya
menggambarkan tahapan pengolahan literatur, tetapi juga menunjukkan proses dari penelaahan sumber hingga
perumusan sintesis konseptual sebagai dasar pembahasan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur, pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia membutuhkan strategi
yang tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek akademik, tetapi juga mampu merespons perkembangan
teknologi digital dan perubahan kebutuhan tata kelola pemerintahan. Transformasi digital memberikan pen-
garuh terhadap cara ilmu pemerintahan dikembangkan, diajarkan, diteliti, dan diterapkan dalam praktik pemer-
intahan. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa strategi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat
aspek utama, yaitu transformasi paradigma, kurikulum dan kompetensi, penguatan riset dan inovasi, kolaborasi
lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan etika dan kepemimpinan dalam pemerintahan.

Hasil sintesis selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat empat aspek strategis yang saling berkaitan
dalam mendukung transformasi digital ilmu pemerintahan, yaitu transformasi paradigma, penguatan kuriku-
lum dan kompetensi digital, peningkatan riset, publikasi dan inovasi tata kelola, kolaborasi lintas sektor dan
pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan etika dan kepemimpinan. Keempat aspek tersebut menjadi
dasar dalam membangun ilmu pemerintahan yang tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi,
tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, berintegritas, dan mampu mendukung
tata kelola pemerintahan berbasis data. Selanjutnya, hasil penelitian dibahas berdasarkan masing-masing aspek
strategis tersebut.

Tabel 1. Sintesis Strategi Transformasi Digital dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan
No. Aspek Strategis Temuan Utama Relevansi Transformasi
Digital

1 Paradigma,  Kuriku-
lum, dan Kompetensi

Penguatan landasan filosofis,
kurikulum, pembelajaran
praktis, serta kompetensi
akademik dalam menghadapi
perubahan pemerintahan.

Integrasi kompetensi digital,
analisis kebijakan, dan ke-
mampuan adaptasi terhadap

perkembangan teknologi
dalam pembelajaran ilmu
pemerintahan.

2 Riset, Publikasi, dan
Inovasi

Peningkatan riset terapan,
pemanfaatan data, publikasi
ilmiah, serta Kketerlibatan
akademisi dalam penyelesa-
ian persoalan pemerintahan.

Pengembangan riset berba-
sis data dan pemanfaatan
teknologi digital untuk men-
dukung kebijakan berbasis
bukti (evidence-based policy).

3 Kolaborasi Lintas Sek-
tor dan Teknologi Dig-
ital

Penguatan kolaborasi antara
pemerintah, akademisi, sek-
tor swasta, masyarakat sipil,
serta pemangku kepentingan
lainnya melalui pemanfaatan
teknologi.

Pemanfaatan e-government,
big data, artificial intelli-
gence, dan platform digital
untuk mendukung kolaborasi
dan tata kelola pemerintahan.
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4 Etika dan Kepemimp- Penguatan etika, integritas, Pengembangan kepemimpinan dig-
inan literasi digital, komunikasi ital yang bertanggung jawab, adap-
publik, serta kepemimpinan tif, transparan, dan berorientasi
yang mampu mengelola pe- pada kepentingan publik.
rubahan dalam pemerintahan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa strategi transformasi digital dalam pengembangan ilmu pemerintahan
mencakup empat aspek utama yang saling berkaitan, yaitu penguatan paradigma, kurikulum dan kompetensi,
penguatan riset, publikasi dan inovasi, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital, serta pen-
guatan etika dan kepemimpinan. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya
berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas akademik, kualitas riset, kolab-
orasi, serta penguatan nilai etika dan kepemimpinan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif
dan berorientasi pada kepentingan publik.

4.1. Transformasi Paradigma, Kurikulum, dan Kompetensi Digital

Pengembangan ilmu pemerintahan perlu diawali dengan penguatan landasan filosofis dan paradig-
matik agar mampu merespons perubahan lingkungan pemerintahan. Penguatan tersebut mencakup aspek on-
tologi, epistemologi, dan aksiologi. Strategi pengembangan integrasi dapat dipetakan ke dalam tiga level, yaitu
paradigmatik atau filosofis, implementatif atau praktis, serta evaluatif melalui pengawasan dan pengembangan
berkelanjutan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, ontologi berkaitan dengan objek kajian berupa pemerintahan
dan berbagai aktivitasnya, epistemologi menjelaskan proses pembentukan pengetahuan dalam ilmu pemerin-
tahan, sedangkan aksiologi berkaitan dengan nilai, manfaat, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang diarahkan pada kesejahteraan, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Transformasi digital selanjutnya
memperluas ruang kajian tersebut, karena pemerintahan tidak lagi dipahami hanya melalui hubungan kelem-
bagaan secara konvensional, tetapi juga melalui interaksi digital, pengelolaan data, sistem informasi pemerin-
tahan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, lan-
dasan filosofis ilmu pemerintahan perlu tetap mempertahankan nilai dan tujuan pemerintahan sekaligus mampu
memahami perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi digital.

Penguatan paradigma perlu diikuti dengan penyesuaian kurikulum dan kompetensi akademik sesuai
dengan perkembangan global serta kebutuhan lokal. Kurikulum ilmu pemerintahan dapat dikembangkan melalui
pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, praktikum, dan kegiatan magang di instansi pemerintahan. Pen-
guasaan teknologi informasi, analisis kebijakan, dan komunikasi publik juga menjadi kompetensi penting bagi
lulusan ilmu pemerintahan. Lembaga pendidikan bidang pemerintahan memiliki peran strategis dalam meng-
hasilkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Oleh sebab itu, penyusunan kurikulum perlu mempertimbangkan kebutuhan pengguna, baik dari lembaga pe-
merintahan, sektor swasta, maupun organisasi kemasyarakatan, sehingga kompetensi yang diberikan tetap rel-
evan dengan tuntutan praktik pemerintahan.

Dalam konteks transformasi digital, penguatan kompetensi tidak cukup dilakukan melalui pembela-
jaran teoritis, tetapi perlu didukung oleh pelatihan, kursus, dan praktikum yang berorientasi pada penguasaan
teknologi sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Praktikum ilmu pemerintahan dapat memberikan pema-
haman konkret mengenai berbagai fenomena sosial dan perkembangan reformasi birokrasi, sekaligus mem-
perkuat keterkaitan antara pembelajaran dan praktik pemerintahan. Dengan demikian, transformasi kurikulum
perlu mengintegrasikan kompetensi digital, kemampuan analisis kebijakan, keterampilan komunikasi, dan in-
tegritas agar lulusan ilmu pemerintahan memiliki kesiapan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pemerintahan
modern.

4.2. Transformasi Riset, Publikasi, dan Inovasi Tata Kelola

Pengembangan ilmu pemerintahan juga membutuhkan peningkatan kualitas riset dan publikasi. Riset
dalam bidang ilmu pemerintahan perlu diarahkan tidak hanya pada kajian normatif dan deskriptif, tetapi juga
pada penelitian terapan yang menghasilkan solusi terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan. Kolaborasi
antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah daerah dapat memperkuat basis data sekaligus
meningkatkan manfaat hasil penelitian bagi masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital dapat memperkuat proses penelitian dan pembelajaran ilmu pemer-
intahan. Menunjukkan bahwa praktikum dapat dilakukan melalui analisis kebijakan dan penggunaan sistem
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informasi berbasis e-government untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pro-
gram magang pada organisasi pemerintah juga dapat memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam
memahami penerapan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keterhubungan antara pendidikan,
penelitian, dan praktik pemerintahan perlu diperkuat dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

Peran akademisi juga penting dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti. Menjelaskan bahwa
akademisi hukum memiliki peran sebagai agen epistemik dalam penyusunan naskah akademik legislasi daerah.
Keterlibatan akademisi tidak hanya dalam pengumpulan data dan analisis, tetapi juga dalam penyusunan argu-
mentasi serta analisis terhadap substansi regulasi. Dalam konteks transformasi digital, penguatan riset berbasis
data dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Den-
gan demikian, perguruan tinggi perlu memperkuat penelitian terapan, pemanfaatan data digital, dan publikasi
ilmiah yang memiliki kontribusi terhadap penyelesaian persoalan pemerintahan.

4.3. Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Pengembangan ilmu pemerintahan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sektor lain. Kolaborasi
dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, serta berbagai pemangku kepentingan
dapat memperkaya perspektif dan memperluas jaringan keilmuan. Menegaskan pentingnya kolaborasi antara
pemerintah dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program pertukaran
akademik dan pelatihan bersama juga dapat meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam memahami
dinamika pemerintahan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting dalam menghadapi persoalan pemerintahan yang
kompleks. Menjelaskan bahwa pemerintah tidak lagi dapat bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan
berbagai persoalan publik sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil,
akademisi, dan media. Keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan an-
taraktor, komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Dalam konteks
ini, komunikasi terbuka, pembagian peran sesuai keahlian, kesamaan visi, dan kepercayaan publik menjadi
unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Teknologi digital dapat menjadi instrumen yang memperkuat proses kolaborasi tersebut. Transformasi
digital membuka peluang pemanfaatan big data, artificial intelligence, e-government, dan berbagai platform
digital dalam penelitian maupun pembelajaran ilmu pemerintahan. Menjelaskan bahwa transformasi digital
memberikan dampak multidimensional terhadap tata kelola pemerintahan. Namun menunjukkan bahwa literasi
digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan yang signifikan.

Oleh karena itu, pengembangan ilmu pemerintahan perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi
digital pada berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi
pelayanan, tetapi juga untuk memperkuat pengumpulan dan analisis data dalam proses pengambilan keputusan.
Menunjukkan bahwa pemanfaatan data secara elektronik dapat membantu pemerintah menghasilkan keputu-
san yang lebih baik berdasarkan bukti. Dengan demikian, integrasi teknologi digital dan kolaborasi lintas
sektor dapat memperkuat pengembangan ilmu pemerintahan sekaligus mendukung tata kelola yang responsif,
transparan, akuntabel, dan inklusif.

4.4. Etika dan Kepemimpinan dalam Transformasi Digital Pemerintahan

Transformasi digital dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi
juga membutuhkan penguatan etika, integritas, dan kepemimpinan. Pendidikan karakter dan kepemimpinan
publik perlu menjadi bagian integral dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Menjelaskan bahwa etika men-
jadi pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu, pemimpin pemerintahan perlu memiliki etika yang baik dan mampu memberikan keteladanan dalam
menjalankan tanggung jawabnya. Perkembangan teknologi digital juga menciptakan tantangan baru dalam ko-
munikasi pemerintahan. Menjelaskan bahwa perkembangan komunikasi digital mempercepat arus informasi,
tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya literasi
digital etis, yaitu kemampuan untuk menilai, menyaring, dan menyampaikan informasi secara bertanggung
jawab. Dalam pemerintahan, kemampuan tersebut penting untuk menjaga kualitas komunikasi publik dan
kepercayaan masyarakat.

Selain etika, kepemimpinan pemerintahan perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan digital
yang cepat dan dinamis.Menjelaskan teori kepemimpinan Trifekta yang mencakup self leadership, technical
leadership, dan organizational leadership. Ketiga kemampuan tersebut relevan dalam membentuk pemimpin
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yang mampu mengelola diri, menguasai aspek teknis, dan mengarahkan organisasi. Dalam konteks trans-
formasi digital, kemampuan teknis perlu disertai kemampuan komunikasi dan pengelolaan perubahan agar
teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 2. Kepemimpinan Leadership Tony Gambill

Gambar 2 menggambarkan hubungan antara Kepemimpinan Teknis, Kepemimpinan Organisasional,
dan Kepemimpinan Diri yang saling beririsan dan membentuk satu kesatuan dalam praktik kepemimpinan.
Kepemimpinan Teknis menekankan kemampuan individu dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta
aspek teknis yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan secara efektif. Kepemimpinan Organisasional
berfokus pada kemampuan mengarahkan, mengelola, dan mengoordinasikan individu maupun sumber daya
dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, Kepemimpinan Diri berkaitan dengan kemampuan men-
gelola diri sendiri, seperti disiplin, tanggung jawab, motivasi, pengendalian diri, dan pengambilan keputu-
san. Area yang saling beririsan menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling
melengkapi dan berinteraksi, sehingga pemimpin yang efektif membutuhkan penguasaan teknis, kemampuan
mengelola organisasi, serta kemampuan memimpin dirinya sendiri secara seimbang.

Kepemimpinan transformasional juga diperlukan untuk menghadapi perubahan dalam tata kelola pe-
merintahan. Menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional menekankan pentingnya pemimpin yang
visioner dan mampu menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Penguatan etika dan kepemimpinan
menjadi fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern serta mencegah terjadinya patologi
birokrasi. Menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan kepu-
tusan dan interaksi dengan bawahan. Dengan demikian, transformasi digital dalam ilmu pemerintahan perlu
ditempatkan tidak hanya sebagai perubahan teknologi, tetapi sebagai proses perubahan tata kelola yang tetap
berlandaskan etika, integritas, dan kepentingan publik.

5. IMPLIKASI MANAJERIAL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu menyesuaikan pengelolaan program studi
ilmu pemerintahan dengan tuntutan transformasi digital. Implikasi manajerialnya adalah perlunya penguatan
kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi digital, analisis kebijakan, pembelajaran praktis, serta kemam-
puan komunikasi dan kolaborasi. Pengelola program studi juga perlu mendorong peningkatan riset terapan
dan pemanfaatan data digital agar kegiatan akademik tidak hanya menghasilkan pengetahuan, tetapi juga
memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan pemerintahan. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan lembaga terkait perlu diperkuat melalui program penelitian, magang, pelatihan,
dan kegiatan akademik bersama.

Pada tingkat tata kelola pemerintahan, transformasi digital perlu diikuti dengan penguatan etika, in-
tegritas, dan kapasitas kepemimpinan. Pemanfaatan teknologi seperti e-government, big data, dan artificial
intelligence perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengambilan keputusan berbasis bukti,
transparansi, dan partisipasi masyarakat. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kesiapan sumber
daya manusia, literasi digital, serta keterbatasan infrastruktur yang masih menjadi tantangan. Dengan demikian,
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pengelolaan transformasi digital perlu menempatkan teknologi sebagai instrumen perubahan tata kelola yang
tetap berlandaskan etika, kepentingan publik, dan kepemimpinan yang adaptif.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur, pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia menghadapi tuntutan
untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi digital dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang semakin
kompleks dan dinamis. Transformasi digital tidak hanya mengubah penggunaan teknologi dalam pemerintahan,
tetapi juga memengaruhi pengembangan paradigma keilmuan, kurikulum, kompetensi akademik, riset, serta
praktik tata kelola. Perubahan tersebut menuntut adanya kemampuan adaptasi dari perguruan tinggi, akademisi,
maupun praktisi pemerintahan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, pengembangan ilmu pemerintahan perlu dilakukan secara terintegrasi antara aspek akademik,
kelembagaan, dan praktik pemerintahan dengan tetap memperhatikan relevansi keilmuan terhadap perubahan
lingkungan pemerintahan.

Hasil analisis menunjukkan empat aspek utama yang perlu diperkuat, yaitu transformasi paradigma,
kurikulum dan kompetensi digital, peningkatan riset, publikasi dan inovasi tata kelola, penguatan kolaborasi
lintas sektor dan teknologi digital, serta penguatan etika dan kepemimpinan. Keempat aspek tersebut saling
berkaitan dalam membangun ilmu pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, menghasilkan
sumber daya manusia kompeten dan berintegritas, serta mendukung kebijakan berbasis data. Penguatan aspek
tersebut memperkuat keterhubungan pendidikan, penelitian, dan kebutuhan praktis pemerintahan sehingga ilmu
pemerintahan tidak hanya berkembang secara konseptual, tetapi juga berkontribusi pada penyelesaian persoalan
tata kelola.

Dengan demikian, strategi transformasi digital dalam pengembangan ilmu pemerintahan perlu men-
empatkan teknologi sebagai instrumen untuk memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, kolaborasi, dan tata
kelola pemerintahan. Penerapan strategi tersebut juga perlu memperhatikan kesiapan sumber daya manusia,
literasi digital, etika, serta kebutuhan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Integrasi antara kompetensi
digital, inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berintegritas diharapkan dapat meningkatkan relevansi
ilmu pemerintahan dalam mendukung tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi
pada kepentingan publik. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, transformasi digital di-
harapkan mampu memperkuat kapasitas ilmu pemerintahan dalam menghadapi perubahan teknologi sekaligus
mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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